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PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2024/PA.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 02 April 1974,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Mengurus

Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  --- Kabupaten

Kotawaringin Timur,  domisili  elektronik ---@gmail.com &

XXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 28 September

1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak

Bekerja, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin

Timur, domisili elektronik XXX,  saat ini sedang berada di

Lapas Kelas IIA Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sampit,  Nomor

671/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 11 November 2024,  melalui aplikasi e-

Court, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  hari Selasa,  pada  tanggal  16  Februari  1993,

Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan ---,

Kabupaten Kotawaringin  Timur,  sebagaimana  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

Nomor: XXX, yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 1993;  
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2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat

berstatus jejaka;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  dengan

berpindah-pindah,  kemudian  Penggugat  dan  Terggat  menetap  di  ---

Kabupaten  Kotawaringin  Timur,  sebagai  tempat kediaman  bersama

terakhir;  

4. Bahwa setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama: 

1) ANAK1,  NIK:  XXX,  lahir  di  Sampit,  pada  tanggal  28  Agustus

1993, Pendidikan Terakhir: SLTA;

2) ANAK2, NIK:  XXX, lahir  di  Sampit,  pada tanggal  07 Juli

1999, Pendidikan Terakhir: S1;  

3) ANAK3, NIK:  XXX, lahir di Sampit, pada tanggal 13 Juni 2007,

Pendidikan: SLTA; 

4) ANAK4, NIK:  XXX, lahir  di  Sampit,  pada tanggal 02 Mei  2017,

Pendidikan: SD;  Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan

Penggugat;  

5. Bahwa  pada  tanggal  16  Januari  2023, Tergugat  melakukan  tindak

pidana Narkotika jenis sabu-sabu, dan berdasarkan Putusan Pengadilan

Negeri  Palangka  Raya, Tergugat  telah  dihukum  atau  divonis  hukuman

penjara selama 6 (enam) tahun dan hingga gugatan ini diajukan kepada

Ketua Pengadilan Agama Sampit, vonis Pengadilan Negeri Palangka Raya

atas Tergugat tersebut telah berjalan selama 11 (sebelas) bulan;  

6. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk

melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;  

7. Bahwa berdasarkan  hal-hal  di  atas,  Penggugat  merasa  rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan

berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;   

8. Bahwa  keluarga  Penggugat dan  Tergugat sudah  berusaha

menasihati  Penggugat  agar  bersabar,  namun  Penggugat  tetap  pada

pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;  

9. Bahwa  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;  
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Berdasarkan  alasan/  dalil-dalil di  atas,  Penggugat  mohon  agar Ketua

Pengadilan  Agama  Sampit  cq.  Majelis  Hakim yang  menangani  perkara  ini

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi: 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ahmad Wahyudin Noor

bin Masukan) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku; 

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil  atau  kuasanya yang sah,  meskipun telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut  dan  tidak  ternyata  ketidakhadirannya  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai

dan tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum

kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa,  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah, Nomor  XXX, tanggal  16 Februari  1993,

yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan ---,  Kabupaten

Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah
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diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Petikan Putusan, Nomor  XXX tanggal  30  April  2024, yang

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya. Bukti surat tersebut telah

diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  telah  dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa

nama  Tergugat  dalam  perkara  ini  adalah  orang  yang  sama  dengan

TERDAKWA dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Palangkaraya;

Bahwa, di dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan bahwa

Penggugat telah meminta keterangan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Palangkaraya mengenai  status kekuatan hukum putusan Pengadilan Negeri

Palangkaraya Nomor  XXX tersebut, dan hasilnya ditegaskan bahwa putusan

tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap  serta  Terpidana  telah  dikirim  ke

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya untuk menjalani hukuman

pidana penjara;

Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa,  untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  segala sesuatu yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang,  bahwa perkara  ini  merupakan  sengketa  perkawinan yang

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi

absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Sampit,  maka  berdasarkan

Pasal  73 Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama  jo. Pasal  132

Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi

Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  masih  terikat  perkawinan

dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya

dengan Tergugat diputus  dengan  talak satu ba'in sughra, maka berdasarkan

Pasal  73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat

memiliki  legal  standing untuk  mengajukan  perkara  ini  melawan  Tergugat,

karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara

ini (persona standi in judicio);

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara  verstek,  sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg  dan  dalil

dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih

menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

Artinya  :  “Barangsiapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  (Pengadilan)  tidak

datang,  ia  dipandang  sebagai  orang  yang  mangkir/abai  dan

gugurlah haknya“;

Upaya Damai

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir,  sebagaimana  ketentuan

Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Nomor  1
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Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Meskipun  demikian

Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  sehingga  telah

terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  jo. Pasal  65  Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat adalah  pada tanggal 16 Januari 2023, Tergugat melakukan tindak

pidana  Narkotika  jenis  sabu-sabu,  dan  berdasarkan  Putusan  Pengadilan

Negeri Palangka Raya, Tergugat telah dihukum atau divonis hukuman penjara

selama  6  (enam)  tahun  dan  hingga  gugatan  ini  diajukan  kepada  Ketua

Pengadilan  Agama  Sampit,  vonis  Pengadilan  Negeri  Palangka  Raya  atas

Tergugat  tersebut  telah  berjalan  selama  11  (sebelas)  bulan.  Akibat  dari

peristiwa tersebut Penggugat merasa keberatan untuk melanjutkan hubungan

rumah tangga dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283

R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C

angka  3  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat

dikabulkan  sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu

Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang,  bahwa  bukti  bertanda P.1 (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)

yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan

Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870

KUHPerdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
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adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 16 Februari

1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kabupaten Kotawaringin

Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi  Petikan Putusan) yang

merupakan  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan

Pasal 1888 KUHPerdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi  Petikan Putusan) pada

bagian identitas Terdakwa disebutkan nama  TERDAKWA, serta isi dan amar

putusan  juga  disebut  nama  TERDAKWA,  serta  tidak  ada  bantahan  dari

Terdakwa tersebut pada waktu menerima surat panggilan sidang (relass) atas

gugatan  cerai  Penggugat  terhadap  dirinya  sebagai  Tergugat,  maka  harus

dinyatakan  terbukti  bahwa  orang  yang  dimaksud  dengan  Terdakwa  dalam

putusan pidana pada Pengadilan Negeri  Palangkaraya tersebut adalah orang

yang sama dengan pihak yang disebut sebagai Tergugat dalam perkara a quo,

dengan  demikian  pula  harus  dinyatakan  bahwa  putusan  pidana  pada

Pengadilan Negeri  Palangkaraya tersebut berkaitan erat dengan pemeriksaan

perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  bertanda P.2 (Fotokopi  Petikan

Putusan),  pada  bagian  amar  putusannya  di  antaranya  mengadili:  “1.

Menyatakan  Terdakwa  TERDAKWA  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan

bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Tanpa  hak  atau  melawan  hukum

menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara

dalam  jual  beli,  menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika  Golongan  I”

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan

pidana  denda  sejumlah  Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Maka harus dinyatakan terbukti
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bahwa Tergugat  mendapat  hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun,

yang terjadi setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bukti  bertanda P.2 (Fotokopi  Petikan

Putusan) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

maka kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat

ini berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam  Pasal 19 huruf (c)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak mendapat hukuman

penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

berlangsung, maka acara pembuktiannya perlu dikaitkan dengan ketentuan:

1. Pasal 23 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun

1975, yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan salah seorang

dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) maka untuk

mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup

menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

2. Pasal 74 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 yang

berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah

satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan

perceraian, sebagai  bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan

putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai

keterangan  yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh

kekuatan hukum tetap”;

3. Pasal 135 Kompilasi  Hukum Islam yang berbunyi:  ”Gugatan

perceraian karena alasan suami  mendapat  hukuman penjara 5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal

116 huruf (c), maka untuk mendapatkan  putusan  perceraian  sebagai
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bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang

memutuskan  perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa

putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Dengan  demikian,  harus  dinyatakan  bahwa  salinan  putusan  yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diterbitkan oleh

pengadilan  yang berwenang yang memutuskan  perkara tersebut cukup

dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan perceraian, dan oleh karenanya

tidak diperlukan bukti tambahan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada perkara  perceraian

dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c)

Kompilasi  Hukum  Islam  berlaku  aturan  khusus  (lex  spesialis)  dalam hal

pembuktian, sehingga meskipun alat bukti surat tidak ditambahkan dengan

alat bukti lain semisal saksi atau pengakuan maupun sumpah, maka dalam

perkara perdata ini dinilai telah memenuhi batas minimum pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan  analisis  bukti-bukti  di  atas  ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat  dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  istri  yang  sah  dan

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

disebabkan  karena  Tergugat  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana

“Tanpa  hak  atau  melawan  hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,

membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau

menyerahkan  Narkotika  Golongan  I”  dengan  pidana  penjara  selama  5

(lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  oleh

Terdakwa,  maka  diganti  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  bulan,

sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

menjalankan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  sebagaimana  layaknya

suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian
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Menimbang,  bahwa  terhadap  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Hakim akan

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  petitum  angka  1  merupakan  petitum  yang  akan

dijawab  setelah  mempertimbangkan  seluruh  petitum  Penggugat,  karenanya

jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon supaya

perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka

Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  yang diubah dengan  Undang-Undang Nomor  16  Tahun 2019 tentang

Perkawinan  menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir  batin antara

seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan

membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu

unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di

antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya

perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan

pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa

paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga

dengan  adanya  hal-hal  seperti  itu  akan  terwujud  tujuan  perkawinan  yang

sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah

dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  apabila  suatu  rumah  tangga  sudah  tidak  dapat

dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu

harus  berdasarkan  atas  alasan-alasan  sebagaimana  yang  telah  ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan Tergugat

telah terbukti dihukum dengan pidana  penjara selama 5 (tahun) sehingga

telah memenuhi  alasan  perceraian sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19

huruf (c) Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 116  huruf (c) Kompilasi  Hukum  Islam, bahkan  hal itu telah

mengakibatkan  rumah tangga  Penggugat dengan Tergugat telah pecah
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(broken marriage), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit

untuk ditegakkan kembali, oleh karena itu maka perceraian dapat dijadikan

salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa  rumah tangga antara

Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan

menasihati  Penggugat  agar  tidak  bercerai  dengan  Tergugat  ternyata

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan juga dari sikap Tergugat

yang tidak pernah hadir di persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak

mempunyai iktikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga

Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan

untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  sudah

tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam

Pasal  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun 1974  tentang

Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik

Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 jo. Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam dan

sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur’an dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 tidak

dapat diwujudkan lagi dan penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat

bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang,  bahwa mempertahankan  rumah tangga  yang  telah  pecah

dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga

untuk  mencegah  bahaya  (kemudharatan)  sebagai  dampak  dari  perceraian,

namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang

lebih  besar,  maka  jauh  lebih  baik  jika  hal  tersebut  tidak  dilakukan  atau

ditinggalkan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Al

Qawa’id Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin yang diambil alih

menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya

(mudharat) bisa  dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya  (mudharat)

yang lebih besar”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah

beralasan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan

(2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975  jis. Pasal  116 huruf  (c)  Kompilasi

Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  belum  pernah  menjatuhkan

talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan

dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak

satu  ba’in  sughra  dari  Tergugat  terhadap  Penggugat,  sesuai  Pasal  119

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang,  bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena

perceraian dan pernah dukhul,  maka bagi  Penggugat  berlaku masa tunggu

atau  idah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (1)  huruf  b  Peraturan

Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat

(2) huruf b Kompilasi  Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud

ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;   

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  petitum angka  3  mengenai  biaya  perkara,  karena

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT );

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp233.000,00 ( dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini  dijatuhkan pada hari  Senin tanggal  16 Desember

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal  14 Jumadil  Akhir 1446 Hijriah  oleh

Santi, S.Sy., M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Plh. Ketua Pengadilan

Agama  Sampit  Nomor  671/Pdt.G/2024/PA.Spt  tanggal  11  November 2024

Masehi  ditetapkan  sebagai  Hakim  Tunggal,  didasari  adanya  Surat  Izin

Persidangan  Hakim  Tunggal  dari  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

dan dibantu oleh  Ulinnuha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri

oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

                          

Santi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp   70.000,00
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2. Biaya Proses : Rp   125.000,00

3. Panggilan : Rp    28.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp        0,00

5. Meterai : Rp               10.000,00  

J u m l a h : Rp  233 .000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
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